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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF 
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah dan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif 
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas 
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif 
Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.    

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48 TLN No.4287), PP Nomor 56 Tahun 2018 (LN 
Tahun 2018 No.248 TLN No.6279), PP Nomor 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42 TLN No.6322). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% (nol koma 
dua delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020. 

Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari 
Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dan harus mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap 
Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit 
APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. 

CATATAN  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2019. 

    

 


